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ABSTRAK 

Tanah ialah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup 

umat manusia. Terbatasnya luas muka bumi tidak menjamin dengan mudah untuk 

memanfaatkan tanah secara berlebihan, sehingga seringkali menimbulkan berbagai 

permasalahan antar sesama manusia dalam upaya mempertahankan kedudukan atas suatu 

bidang tanah. Hal ini dapat dikonstatir dari banyaknya perkara perdata maupun pidana yang 

diajukan ke Pengadilan. Hal ini juga dapat dilihat dari banyaknya laporan pengaduan dengan 

kasus yang berbeda-beda yang diterima Kantor BPN Kota Banjarbaru. Permasalahan sengketa 

tanah tersebut seringkali mengharuskan BPN untuk menyelesaikan dengan cara memanggil 

para pihak untuk melakukan mediasi. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, 

yaitu bagaimana prosedur penyelesaian sengketa tanah melalui proses mediasi di Badan 

Pertanahan Kota Banjarbaru, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala BPN dalam 

penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi di Kota Banjarbaru. Penelitian ini adalah 

penelitian yuridis empiris. Populasi penelitian adalah mereka yang bekerja di Kantor BPN Kota 

Banjarbaru dan mereka yang bersengketa di Kantor BPN Kota Banjarbaru. Teknik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ialah simple random sampling. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik wawancara, kemudian data yang telah dikumpulkan atau diperoleh 

selanjutnya dianalisis dan dijadikan rujukan dalam rangka memahami dan memperoleh 

pengertian untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa 

prosedur penyelesain sengketa tanah di Kantor BPN Kota Banjarbaru dimulai dengan 

pengaduan; pengkajian kasus; gelar kasus awal; penelitian; ekspos hasil penelitian; mediasi; 

klarifikasi para pihak; pemecahan masalah; negosiasi akhir; dan kesepakatan. Adapun faktor-

faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa yaitu para pihak yang masih terbawa 

emosi, ketidakhadiran salah satu pihak, dan jika para pihak yang bersengketa memakai kuasa 

hukum maka ada beberapa kuasa hukum yang lebih senang memenangkan perkara di 

pengadilan. 

Kata Kunci : Kantor BPN Kota Banjarbaru; Mediasi; dan Sengketa Tanah 
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